PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, SILTAP
DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, DAN TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, dan untuk melaksanakan
ketentuan peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor
10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan kepala Desa,
Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota Badan
PermusyawaratanDesa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan
Alokasi Dana Desa, SILTAP dan Tunjangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4687);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
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Menetapkan

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
_ Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang = Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Perarturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa;

8. Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 02
Tahun 2017 tentang pengelolaan Keuangan
Desa

9. Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 10
Tahun 2018 tentang Hak Keuangan Kepala
Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan dan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

10.Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2018 tentang
Perubahan Penghasilan Tetap Kepala Desa

11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA
DESA, SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA, DAN TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN
2019.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

|
2.
3.

Noo

10.
il

12.

18,

14.

15.

16.

17

Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.

Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945.

Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah Kecamatan.
Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.

Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Perangkat Desa adalah adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri
atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa,
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut
APBDesaa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
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18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

19. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari
unsur staf sektretariat desa yang membidangi urusan administrasi
keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan desa.

20. SILTAP adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala
Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

21. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang sah yang diterima oleh
Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

22. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut SILTAP adalah penghasilan
yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang
dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

23. Hari adalah hari kerja

BAB I
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2
Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dalam rangka mendukung
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Penggunaan ADD bertujuan:

a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya,;

b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara
partisipatif sesuai dengan potensi desa;

c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan
berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;

d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan

e. meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 4
Pengelolaan ADD berdasarkan prinsip:
a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif
dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III
PROSEDUR PEMBERIAN ADD

Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam anggaran pendapatan dan
belanja Daerah setiap tahun anggaran.
(2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam
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gggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi
usus
(3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing
masing Desa dengan mempertimbangkan:
a. kebutuhan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan Tunjangan
Badan Permusyawaratan Desa dan Tunjangan Lainya
b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa,
dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 6
(1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan ADD kepada Bupati Cq. Kepala

Badan Keuangan setelah memperoleh Pengantar dari Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa serta di asistensi oleh PAPKD Kecamatan setiap
bulan sebesar 12 % (dua belas per seratus) dari Total ADD masing-masing
Desa setelah dikurangi dengan :

- Pengadaan Motor Dinas Pemerintah Desa

- Tunjangan Jasa Pengabdian

(2) Permohonan ADD dilampiri dengan:

permohonan Pencairan ADD bulan berkenaan,

Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan;

dokumen APBDesa tahun berkenaan;

Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa jika terjadi perubahan;
e. laporan realisasi Penggunaan ADD bulan sebelumnya;

(3) ADD diberikan kepada Pemerintah Desa melalui transfer ke rekening
Pemerintah Desa setiap bulan masing-masing desa dan merupakan bagian
dari pendapatan desa.

aoow

Pasal 7
(1) Jika Pemerintah Desa telah melengkapi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyalurkan
ADD bagi Desa.
(2) Pemerintah Daerah menunda penyaluran ADD bagi Desa yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

(1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa bersumber dari
ADD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang
APBDesa di tetapkan menjadi peraturan Desa Tentang APBDes.

(2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran
yang ditetapkan dalam peraturan kepala Desa.

(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu dibuat rincian Anggaran Biaya
yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

BAB IV
PERHITUNGAN ADD

Pasal 9
(1) Perhitungan alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah, dihitung
dengan cara:
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a. Kebutuhan siltap, tunjangan dan Insentif
b. Jumlah Penduduk

Pasal 10
(1) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan
nilai Desa yang ditentukan berdasarkan variabel.
(2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
jumlah penduduk;
luas wilayah Desa;
angka kemiskinan; dan
tingkat kesulitan geografis.

poop

Pasal 11
Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran
2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGGUNAAN ADD

Pasal 12
(1) ADD tahun anggaran 2019 digunakan untuk:
a. kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,;
b. kegiatan bidang pembangunan desa;
c. kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
d. kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat.
(2) Kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa;
tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; dan
tunjangan kesejahteraan
tunjangan kinerja
operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,
(3) Keglatan Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a. Pengadaan Motor Dinas Pemerintah Desa;
b. pembangunan Jamban Keluarga; dan
c. pembangunan lain sesuai Kewenangan berskala Lokal Desa dan sesuai
musyawarah Desa.
(4) Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c yaitu biaya insentif terdiri atas:
Imam Desa;
Pemangku Adat;
Guru TPA;
Guru Minggu,;
Pendeta;
Kader PPKBD
Kader Sub PPKBD
Petugas Pustaka Desa;
Operasional PKK;
Operasional LPM; dan
Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

e a0 o

FEE SR 0 e o

] . Kaban
Kepala Dinas Keuangan Kabag Plh. Sekda Wakil Bupati
PMD Hukum Asisten | Bupati

Ny Rl L




()

(6)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d terdiri atas:

Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD;

Peningkatan Kapasitas PTPKD;

Peningkatan Kapasitas Kader Desa;

Peningkatan Kapasitas Operator Desa

Pelatihan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa; dan

Pelatihan lain sesuai kondisi Desa.

Keglatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis belanja:
a. Pegawai;

b. Barang dan Jasa; dan

c. Modal.

O Q0 oW

BAB VI
SILTAP DAN TUNJANGAN

Bagian Pertama
SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 13

Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan SILTAP yang dianggarkan

dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

Pengalokasian ADD untuk SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa

menggunakan perhitungan:

a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);

b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan
maksimal 50% (lima puluh perseratus);

c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta
rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat,

kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Pengalokasian @ ADD  sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

mempertimbangkan:

a. kebutuhan SILTAP kepala desa dan Perangkat Desa; dan

b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa,
dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 14

Besaran SILTAP diberikan secara berjenjang kepada Kepala Desa, dan
Perangkat Desa dengan memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa.

Besaran SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat I dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 15

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak mendapatkan SILTAP wajib
memenuhi ketentuan:

a. persyaratan administratif; dan
b. belum habis masa jabatannya.

(2) Dalam hal alokasi APBDesa tahun anggaran berjalan tidak mencukupi
untuk membayar SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa yang baru
diangkat, pemberian SILTAP diusulkan pada perubahan anggaran tahun
berjalan dan/atau pada tahun anggaran berikutnya.

(3) Perangkat Desa yang telah habis masa jabatannya tetapi belum
diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan masih menerima SILTAP,
yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh SILTAP yang telah
diterima terhitung sejak habis masa jabatannya ke rekening kas
Pemerintah Desa.

Pasal 16

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan
SILTAP sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari SILTAP.

(2) Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa berstatus PNS tidak dapat
menerima SILTAP dan hanya bisa menerima tunjangan lainnya sesuai
Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hak
Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Bagian kedua
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 17

(1) Selain diberikan SILTAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala
Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan dari ADD non SILTAP yang
sah bersumber dari APBDesa.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

Tunjangan jabatan.

Tunjangan Operasional

Tunjangan Kinerja

Tunjangan Kesejahteraan

Tunjangan Jasa Pengabdian

P Bl ba g

Pasal 18

(1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Point 1
dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa atas beban
APBDesa berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan
kemampuan keuangan desa.

(2) Tunjangan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
Point 2 dapat diberikan kepada Kepala Desa atas beban APBDesa
berdasarkan jumlah penduduk desa dengan asas kepatutan dan kewajaran
sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

(3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Point 3
dapat diberikan kepada Perangkat Desa atas beban APBDesa berdasarkan
Penilaian Kinerja perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan
desa.

(4) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
Point 4 diberikan kepada Kepala Desa, perangkat Desa atas beban
APBDesa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang
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Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

(5) Tunjangan Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(2) Point 5 dapat diberikan kepada Kepala Desa yang telah melaksanakan
tugas sampai dengan akhir masa jabatan dan atau meninggal dunia
ditahun 2018 atas beban APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan
desa.

(6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan besaran
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian ketiga
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 19

(1) Pengurus Badan Permusyawaratan Desa diberikan tunjangan dari ADD
non SILTAP yang sah bersumber dari APBDesa berupa :
1. Tunjangan Kedudukan
2. Tunjangan Kinerja
3. Tunjangan Kesejahteraan
4. Tunjangan Jasa Pengabdian

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai jabatan
dalam kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan
Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang hak
keuangan Kepala Desa, Perangkat desa dan Badan Permusyawaratan
Desa.

(3) Tunjangan pengurus Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 20
Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, Badan
Permusyawaratan Desa memperoleh biaya operasional yang bersumber dari
APBDesa.

BAB VII
PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 21
(1) Penatausahaan ADD tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDesa.
(2) Penatausahaan ADD dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan merangkap
Bendahara Desa.
(3) Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan penatausahaan ADD
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
(1) Penatausahaan ADD berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat
pertanggungjawaban disertai dengan bukti pengeluaran dilakukan oleh
Kepala Urusan Keuangan.
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(2) Kepala Urusan Keuangan melaporkan  pelaksanaan  kegiatan
penatausahaan ADD kepada Kepala Desa setiap bulan.

(3) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Camat setiap 3
(tiga) bulan.

(4) Camat melaporkan pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Bupati yang
meliputi laporan perkembangan fisik dan keuangan serta laporan
permasalahan yang dihadapi.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 23
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan ADD
dilaksanakan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, tim pendamping tingkat
Kecamatan, dan tim pendamping tingkat Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal .28 JEBSEMEER | 2Q18

MUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal j38...DesEMEEN. 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

YASIN
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NOMOR o *D
TANGGAL 28  Veseqm BEWL TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, SILTAP, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BPD DI
KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019
DI KABUPATEN GORONTAIlO UTARA TAHUN 2019
NO | KODE URAIAN/KEGIATAN VOLUME SATUAN | HARGA SATUAN JUMLAH
VOLUME
1 2 3 |4 5 6 7
1 SA 27.016.920,946 |
11 |p lan Teta an Perangkat | e 11,203,731,000
1.1.1  |Kepala Desa 123 12 Bulan 1,155,000 1,704,780,000
1.1.2  |Sekretaris Desa [T123 12 Bulan 808,500 1,193,346,000
1.1.3 |Kepala Urusan il 246 12 Bulan 693,000 2,045,736,000
1.1.4 |Kepala Seksi | 246 12 Bulan 693,000 2,045,736,000
1.1.5 |Kepala Dusun | 441 12 Bulan 635,250/ 3,361,743,000
1.1.6 |Staf | 123 12 Bulan 577,500 852,390,000
1.2 Tunjangan s dan Pera t ‘ 3,679,830,000
1.2.1  |Kepala Desa | 123 12 Bulan 1,155,000 1,704,780,000
1.2.2 _ |Sekretaris Desa | 123 12 Bulan 231,000 340,956,000
1.2.3 |Kepala Urusan | 246 12 Bulan 173,250 511,434,000
1.2.4 |Kepala Seksi "7246 12 Bulan 173,250 511,434,000
1.2.5 |Kepala Dusun [ as1 12 Bulan 115,500 611,226,000
1.2.6 |Staf | 123 12  Bulan 0 -
13 |Tunjangan Operasional Kepala Desa [ 645,120,000
1.3.1 |Kepala Desa [ 113 12 Bulan 420,000 569,520,000
1.3.2 |Kepala Desa |10 12 Bulan 630,000 - 75,600,000
14  |Tunjangan Kesejateraan Kepala Desa | . 17,588,016
1.4.1 |Jaminan Kecelakaan Kerja 123 12 Bulan 5,296 7,816,896
1.4.2 |laminan Kematian [ 123 12 Bulan 6,620 9,771,120
1.5  |Tunjangan Jasa Pengabdian Kepala Desa L ‘_ 51,975,000
1.5.1 |Tunjangan Jasa Pengabdian Kepala Desa 9 5 Bulan 1,155,000 51,975,000
1.6 |Tunjangan Kinerja Perangkat Desa | . 3,864,861,000
1.6.1 |Sekretaris | 123 12 Bulan 462,000 681,912,000
1.6.2 |Kepala Urusan [ 246 12  Bulan 288,750 852,390,000
1.6.3 _ |Kepala Seksi | 246 12 Bulan 288,750 852,390,000
1.6.4 |Kepala Dusun [ am 12 Bulan 231,000 1,222,452,000
1.6.5 |Staf r 123 12 Bulan 173,250 255,717,000
1.7 _ |Tunjangan Kesejahteraan Perangkat Desa | - 1,180,466,676
1.7.1  |laminan Kecelakaan Kerja _ [ 1179 12 Bulan 5,296 74,927,808
1.7.2 _ |Jaminan Kematian 1,178 12 Bulan 6,620 93,659,760
1.7.4  |Jaminan Pensiun | 1,179 12 Bulan 71,521 1,011,879,108
1.8  |Tunjangan Kedudukan BPD | 3,568,811,400
1.8.1 |[Ketua BPD [ 123 12 Bulan 519,750 - 767,151,000
1.8.2 |Wakil Ketua BPD/Sekretaris [ 246 12 Bulan 467,775 1,380,871,800
1.8.3 |Anggota BPD | 268 12 Bulan 441,788 1,420,788,600
1.9 Tuniangan Kesejahteraan BPD 91,085,904
1.9.1 |Jaminan BPJS Tenaga Kerja | 637 12 Bulan 5,296 40,482,624
1.9.2 |Jaminan Kematian 637 12 Bulan 6,620 . 50,603,280
110 |Tunjangan Kineria BPD [ B 2,676,179,400
1.10.1 |Ketua BPD L2123 12 Bulan 389,750 575,271,000
1.10.2  jWakil Ketua BPD | 246 12 Bulan 350,775 1,035,487,800
1.10.3 |Anggota BPD | 268 12 Bulan 331,288 1,065,420,600
111 |Tunjangan Jasa Pengabdian BPD ‘ s 37,272,550
1.11.1 |Tunjangan Jasa Pengabdian Ketua BPD [ 3 6 Bulan 472,500 o 4,252,500
1.11.2 {Tunjangan Jasa Pengabdian Wakil/Sekretaris BPD | 6 6 Bulan 425,250 15,309,000
1.11.3 |Tunjangan Jasa Pengabdian Anggota BPD | 7 6 Bulan 361,450 17,711,050
it__lop SA I 9,109,060,250
2.1 |Operasional Pemerintahan Desa | j 8,719,060,250
211 |ATK [ 123 1 Paket 4,416,750 543,260,250
2.1.2 _|Musrenbang Desa [ 123 1 Paket 1,000,000 123,000,000
2.1.3  |Koran Desa [ 123 1 Paket 3,600,000 . 442,800,000
2.1.4 {Lomba Desa | 123 1 Paket 1,000,000 123,000,000
2.1.5 |BBM Pemerintahan Desa [ 123 1 Paket 4,250,000 _ 522,750,000
2.1.6 _|Pemeliharaan Inventaris | 123 1 Paket 1,000,000 123,000,000
2.1.7 |Belanja Makan Minum Rapat 123 1 Paket 1,000,000 123,000,000
2.1.8 |Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Ls Ls 0 0 489,250,000
2.1.9 |Perj. Dinas Dalam Daerah Mengikuti Pelatihan Siskeudes [ 369 1 Paket 1,000,000 369,000,000
2.1.10 |Perjalanan Dinas Luar Daerah | 123 1 Paket 8,000,000 984,000,000
2.1.11 [Kontribusi Bimtek BPD | 637 1 Paket 1,000,000 637,000,000
2.1.13|Penyusunan APBDesa | 123 1 Paket 1,000,000 123,000,000
2.1.14 _|Penyusunan RPJMDes [ 90 1 Paket 2,000,000 B 180,000,000
2.1.15 |Pokja Profil Desa | 123 1 Paket 1,500,000 184,500,000
2.1.16 |insentif Operator SISKEUDES l 123 12 Bulan 1,000,000 1,476,000,000
2.1.17 |[Pengadaan Motor Dinas Pemerintah Desa | 123 1 Paket 18,500,000 2,275,500,000
2.2 |Operasional BPD \ 390,000,000
2.2.1 |Operasional BPD | 123 1 Paket 3,000,000 369,000,000
222 |Biaya Pemilihan BPD ; 3 1 Paket 7,000,000 21,000,000
11} w
2:24 IPembangunan Kantor Sekretariat BPD | "
3.1.1 |Pembangunan Kantor Sekretariat BPD | 123 1 Unit _ 0 -
v 615,000,000 |
4.1 Operasional Lembaga ~ 615,000,000
4.1.1 |Operasional PKK 123 1 Paket 3,000,000 369,000,000
4.1.2 |Operasional LPM 123 1 Paket 2,000,000 246,000,000
vV 5,910,000,000
5.1 lInsentif Aparat Lainnya 4,m
5.1.1 |lmam Desa 244 12 Bulan 300,000 878,400,000
5.1.2 |Pemangku Adat 246 12 Bulan 250,000 738,000,000
5.1.3 |GuruTPA 244 12 Bulan 350,000 1,024,800,000
5.1.4 |Guru Minggu 56 12  Bulan 300,000 201,600,000
5.1.5 |Pendeta 34 12  Bulan 300,000 122,400,000
5.1.6 |KPMD 123 12 Bulan 200,000 295,200,000
5.1.7 |Petugas Pustaka Desa 39 12 Bulan 200,000 93,600,000
5.1.8 |PPKBD 123 12 Bulan 250,000 369,000,000
5.1.9 |SUB PPKBD 450 12 _ Bulan 200,000 1,080,000,000
5.2 Kegiatan Keagamaan ~ 676,500,000
5.2.1 |Kegiatan PHBI 123 Desa 3,000,000 369,000,000
5.2.2 |Operasional Taman Pengajian Algur'an 123 Desa 2,500,000 307,500,000
53 Peyuluhan Hukum 430,500,000
5.3.1 |Penyuluhan Hukum Masayarakat 123 Desa 3,500,000 430,500,000
TOTAL 42,651,000,000
‘ PATI GORONTALO UTA!
|
‘ INDRA YASIN
Kepate Dinas PMD |  Kaban Keuangan };l-.umm Pin. Asisten | Sekda Wakdl Bupati Bupati
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